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ABSTRAK

PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM
PERDAGANGAN SAPI IMPOR DI JABODETABEK
(Studi Putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-1/2015)

Oleh:
Januar Jalu Anggoro

Berdasarkan inisatif, KPPU telah melakukan investigas dan penelitian sehingga
menemukaan adanya bukti awal yang cukup dan mendukung terjadinya dugaan
pelanggaran Pasal 11 tentang Kartel dan Pasal 19 Huruf c tentang Penguasaan
Pasar dalam Perdagangan Sapi Impor di Jabodetabek oleh 32 Pelaku Usaha impor
sapi dan/atau feedloter yang diputus dalam Putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-
[/2015.. Sidang Magelis Koms yang memeriksa dan memutus perkara ini
menyatakan bahwa para pelaku usaha tersebut terbukti melakukan Kartel dan
Penguasaan Pasar dan diberikan sanks sebagai akibat hukum atas pelanggaran
tersebut. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang alasan investigator KPPU
menetapkan dugaan pelanggaran, pertimbangan hukum KPPU memutus adanya
pelanggaran, serta akibat hukum atas pelanggaran.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normetif dengan tipe penelitian deskriptif
dan pendekatan masdlah yang digunakan adalah pendekatan normetif-terapan
dengan tipe pendekatan judicial case study. Data yang digunakan adalah data
sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi
dokumen. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara kudlitatif.

Hasl penelitan dan pembahasan menunjukkan bahwa Investigator KPPU
menetapkan dua dugaan pelanggaran dalam perdagangan daging sapi yaitu dugaan
Kartel dan Penguasaan Pasar. Dugean tersebut muncul dissat terjadinya
pemogokan (tidak memotong sapi) yang dilakukan oleh rumah potong hewan
(RPH). Pemogokan tersebut menjadi awa dilakukannya pemeriksaan karema
adanya Maklumat yang dikeluarkan oleh RPH sebagai bukti awal. Pertimbangan
hukum KPPU menentukan bahwa para pelaku usaha impor sapi darvatau feedloter
di wilayah Jabodetabek melakukan tindakan pengaturan pasokan daging sapi serta
menentukan harga sapi di pasar difaslitas oleh Asosias Produsen Daging dan
Feedloter Indonesia (Apfindo) sehingga jumlah pasokan daging sapi menjadi
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berkurang di tengah kebutuhan konsumen yang terus meningkat dan harga
menjadi tinggl. Hal tersebut merupakan bentuk dari Kartel sehingga para pelaku
usaha terbukti melakukan kartel yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Selain
itu, para pelaku usaha dapat menguasai dan mengatur jumlah pasokan atas daging
sapi yang beredar di pasar sapi impor hingga mencapai sekitar 61% (enam puluh
satu persen) sampa dengan tahun 2015 yang mengakibatkan terjadi penguasan
pasar yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Akibat hukum atas putusan KPPU
Nomorl0/KPPU-1/2015 atas pelanggaran yang dilakukan oleh 32(tiga puluh dua)
pelaku usaha sapi impor adalah dikenakannya sanks berupa denda yang berbeda-
beda pada beberapa pelaku usaha yaitu antara Rp 71.414.000,00 (tujuh puluh satu
juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 21.398.702.000,00
(dua pulun satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu
rupiah). Pemberian sanks  denda yang berbeda-beda dan dapat memberatkan
berdasarkan adasan adanya dfilias  antar pelaku usaha tersebut, kurang
kooperatifnya pelaku usaha dalam menyerahkan dokumen ke KPPU dan tidak
hadir memenuhi panggilan dari KPPU serta adanya penilaian khusus dari KPPU.

Kata Kunci: KPPU, Kartel, Penguasaan Pasar
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan dalam dunia usaha merupakan conditio sine qua non (syarat mutlak)
bag terselenggaranya ekonom pasar. Adanya persaingan dalam dunia usaha
melahirkan keuntungan dan dampak bag pelaku usaha agar terus memperbaiki
produk barang atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovas, berupaya
keras memberi produk barang atau jasa yang terbak bag konsumen serta
menghasilkan produk barang atau jasa secara efisen. Di ds lain, konsumen
mempunyai  pilihan membeli barang atau jasa tertentu dengan harga yang rendah
dengan kudlitas yang tinggi.! Tanpa adanya persaingan, tidak akan dapat diketahi
apakah kinerja yang dijalankan sudah mencapai tingkat yang optimal. Hal ini
dikarenakan tidak adanya pembanding yang dapat dijadikan acuan. Dengan
adanya pesang, masing-mesing pihak dapat mengukur  Kkinerja  dengan
membandingkan  kinerja  pesaingnya® Namun, persaingan juga melahirkan
dampak negatif bag pelaku usaha untuk saling mengungouli pelaku usaha lain

secara tidak sehat dan melanggar  hukum.

! Remy Sahdeni dkk, Jurnal Hukum Bisnis. Membudayakan Persaingan Sehat, Jakarta,
Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002 (Volume 19), Him. 4.

2 Rhido Jusmadi, Konsep Hukum Persaingan Usaha, Malang, Setara Press, 2014,
Him. 35



Persaingan usaha dapat dibedakan antara persaingan usaha sehat  (fair
competition) dan persaingan usaha tidak sehat (unfair competition). Persaingan
usaha yang sehat dapat diukur berdasarkan kebebasan para pembeli  untuk
memilih pemasok barang, kebebasan pemasok barang untuk memilih para
pembelinya, pasar yang memungkinkan para pelaku usaha bergerak bebas, dan
pasar yang bisa dimesuki dengan bebas oleh pendatang baru.® Sedangkan
persaingan usaha tidak sehat dapat dipaham sebagal kondis persaingan di antara
pelaku usaha yang berjaan tidak fair. Tiga indikator yang menunjukkan adanya
persaingan usaha tidak sehat adalah ketika persaingan usaha dilakukan secara
tidak juur, persaingan usaha dilakukan dengan cara melavan hukum, dan
persaingan usaha dilakukan dengan menghambat terjadinya persaingan di antara
pelaku usaha® Oleh karema itu, diperlukan suatu aturan untuk menjamin iklim

persaingan usaha yang sehat.

Pada tahun 1999, pemerintah Indonesa membentuk Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan
mulai berlaku setelah satu tahun diundangkan. UU No. 5 Tahun 1999 dibentuk
untuk menegakan aturan hukum persaingan usaha serta memberi perlindungan
yang sama bagi setigp pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha

yang sehat.

Berdasarkan amanat UU No. 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu lembaga untuk

mengawas  keberlakuan undang-undang ini, yakni Komis Pengawas Persaingan

®Ibid. HIm. 36.
4 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, Him
17.



Usaha (KPPU). KPPU merupakan sebuah lembaga independen dan terlepas dari
pengarun pemerintah dan pihak lainnya serta memiliki  kewenangan  untuk
melaksanakan pengawasan persaingan usaha. Besarnya kewenangan KPPU
tersebut sama dengan yang dimiliki lembaga peradilan dan berhak menjatuhkan
sanks. Namun demkian, KPPU hanya menjatunkan sanks yang bersifat

administratif sedangkan sanks pidana adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Proses perjalanan UU No. 5 Tahun 1999 yang telah berjalan sdlama orde
reformes, yakni sdlama 17 (tuyuh belas) tahun, belum mampu memberikan efek
pencegahan yang meksmal. Hal ini  dibuktkan dengan mash adanya
permasalahan-permasalahan yang muncul dan menjadi sorotan mesyarakat dan
dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satunya adadlah terkait adanya
pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang dilakukan dalam perdagangan sapi
impor untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekas (Jabodetabek)

yang diputus dengan putusan KPPU nomor 10/K PPU-1/2015.

KPPU berdasarkan inisiatifnya telah melakukan pendlitian, pemeriksaan, dan
memutus pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam perdagangan sapi impor
yang melibatkan 32 (tiga pulun dua) pelaku usaha di wilayah Jabodetabek. Para
pelaku usaha tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang impor sapi,
perdagangan sapi, budidaya sapi, penggemukan sapi (feedloter), peternakan sapi,
serta pengolahan dan distribus daging sapi. Para pelaku usaha tersebut ada yang
memiliki hubungan dfilias antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
Selain itu, para pelaku usaha tergabung dalam suatu asosias yaitu Asosias

Produsen Daging dan Feedloter Indonesia (Apfindo).



Kasus ini bermula dari kecurigaan KPPU terhadap terjadinya perilaku pedagang
daging sapi dan/atau asosas Rumah Potong Hewan (RPH) di  wilayah
Jabodetabek yang berhenti beroperas pada awal Agustus 2015. Keadian tersebut
juga pernah terjadi di wilayah pemesaran yang sama pada awa tahun 2013
dimana pada saat itu para pelaku usaha feedloter memperoleh input pasokan sapi
impor berdasarkan aokas yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adanya hubungan
dilias  dan tergabungnya para pelaku usaha dalam Apfindo berpotens
menimbulkan penguasaan pasokan oleh kelompok pelaku usaha dikarenakan
Pemerintah tidak mempertimbangkan adanya dfilias  pelaku  usaha yang

memperoleh alokas kuota sapi impor.

Adanya dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam perdagangan sapi
impor tersebut telah diteliti, diperiksa, dan diputus oleh KPPU berdasarkan

Peraturan Komis Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
(Perkom 1/2010). KPPU melakukan penyelidikan hingga diperoleh bukti yang
Cukup, jelas, dan lengkap atas dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang
dimuat dalam Laporan Hasl Penyelidikan. Berdasarkan Laporan Hasi
Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan gelar laporan hingga disetujui

menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Rapat K PPU.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah kartel dan
penguasaan pasar. Kartel diatur pada Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pelaku
usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang
bermaksud untuk mempengaruni harga dengan mengatur  produks  darvatau
pemaesaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli darvatau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan penguasaan



pasar diatur pada Pasal 19 Huruf ¢ UU No. 5 Tahun 1999 vyaitu pelaku usaha
dilarang melakukan satu atau beberapa kegatan, bak sendiri maupun bersama
pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat berupa membatas peredaran dary  atau

penjualan pada pasar bersangkutan.

Para pelaku usaha feedloter diduga telah melakukan pengurangan pasokan sapi
ke RPH dengan alasan untuk mengatur agar tetap terjaga pasokan ke pasar atau
menaga keberlangsungan persediaan. Cara ini diduga untuk membuat harga
keseimbangan baru sehingga menaikkan keuntungan. Pembicaraan  mengenal
harga dilakukan melalui Apfindo. Pengaturan pasokan diduga selalu dilakukan
oleh para pelaku usaha feedloter pada momentum Pemerintah berencana
melakukan pembatasan impor  seperti yang terjadi pada tahun 2013 dan 2015

dengan pengaturan ini menciptakan kondis pasar kekurangan pasokan.

Pengurangan pasokan sapi ke RPH mengakibatkan adanya peningkatan harga
(excessive price) sapi di pasaran. Selain itu, keberadaan para pelaku usaha yang
secara bersama-sama dalam satu asosias yaitu Apfindo mengakibatkan harga
sapi loka untuk keperluan daging di Jabodetabek lebih tingg dari sapi impor
sehingga hal ini diduga merupakan hambatan masuk bagi pelaku usaha lokal
memasok sapi ke wilayah tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan  dan
pembuktian, Magjelis Komis memutus para pelaku usaha terbukti melakukan
pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 vyaitu kartel dan penguasaan pasar. Putusan
KPPU tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seluruh pelaku usaha yang

terbukti melakukan pelanggaran.



Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk
mengkai dan mengandiss Putusan KPPU  Nomor: 13/KPPU-1/2014 serta
menuangkannya dalam bentuk skrips yang diberi judul “Pelanggaran Hukum
Persaingan Usaha dalam Perdagangan Sapi Impor di Jabodetabek (Studi

Putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-1/2015).
B. Permasalahan

Permasdlahan yang dibahas dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di

atas, dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan Investigator KPPU menetapkan adanya dugaan pelanggaran
Hukum Persaingan Usaha dalam perdagangan sapi impor di Jabodetabek?

2. Bagamanma pertimbangan hukum Maelis Koms daam memutus adanya
pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam perdagangan sapi impor di
Jabodetabek?

3. Bagaimana akibat hukum atas putusan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha

dalam perdagangan sapi impor di Jabodetabek?
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitan merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan
batas penelitian, mempersenpit permesalahan, dan menbatas area penelitian.®

Ruang lingkup dalam pendlitian ini meliputi:

® Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, HIm.
111



1. Ruang Lingkup Bidang IImu

Pendlitian ini berdasarkan ruang lingkup bidang ilmu hukum perdata khususnya
Hukum Perdata Ekonomi. Pendlitian ini terkait dengan Kartel, Penguasaan Pasar,

dan KPPU yang merupakan bagian dari Hukum Persaingan Usaha.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji putusan KPPU
Nomor 10/KPPU-1/2015 mengenai alasan Investigator KPPU menetapkan dugaan
pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam perdagangan sapi  impor  di
Jabodetabek, pertimbangan hukum Magelis Koms daam memutus adanya
pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam perdagangan sapi  impor  di
Jabodetabek, serta akibat hukum atas putusan pelanggaran Hukum Persaingan

Usaha dalam perdagangan sapi impor di Jabodetabek.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengandlisis secara lengkap, rinci, dan sistemetis tentang alasan investigator
KPPU menetapkan adanya dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha
dalam perdagangan sapi impor di Jabodetabek.

2. Mengandliss secara lengkap, rinci, dan Sistematis tentang pertimbangan
hukum Maéis Koms daam memutus adanya pelanggaran  Hukum
Persaingan Usaha dalam perdagangan sapi impor di Jabodetabek.

3. Mengandisis secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai akibat hukum
atas putusan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam perdagangan sapi

impor di Jabodetabek.



E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil pendlitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis skrips ini adalah sebagai upaya pengembangan wawasan
pemahaman bidang ilmu hukum yang diteliti serta peningkatan keterampilan
menulis karya ilmah dan memberikan sumbangan pemkiran  terhadap
perkembangan Hukum Keperdataan, khususnya mengenai Hukum  Persaingan

Usaha

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan antara lain:

a.  Memberikan masukan bag pihak-pihak yang terkait dalam upaya melakukan
pengawasan terhadap penegakan Hukum Persaingan Usaha.

b. Salah satu syarat akademk bag pendis untuk menyelesakan studi di

Fakultas Hukum Universitas Lampung.



[I.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Ruang Lingkup Hukum Persaingan
Usaha

Persaingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha yang
sama-sama menjaankan kegiatan usaha dalam bidang yang sama dan dalam
daerah pemesaran yang sama. Dalam konseps persaingan usaha dengan asums
bahwa faktor yang mempengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran,
dengan kondis lain berada dalam cateris paribus, persaingan usaha akan dengan
sendirinya menghasilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang paling
bak, melau mekanisme produks yang efisen dan efektif, dengan
mempergunakan seminimum  mungkin  faktor-faktor produkss yang ada. Dalam
sstem ekonomi pasar yang demikian, persaingan memiliki beberapa pengertian:

a  Persaingan menunjukan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan atau
memasok barang/jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan. Banyak sedikitnya
pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa ini menunjukan struktur
pasar dari barang/jasa tersebut.

b. Persaingan merupakan suatu proses dimana masing-masing  perusahaan
berupaya memperoleh pembeli/langganan bagi produk yang dijualinya yang

antara lain dapat dilakukan dengan:
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(1) Menekan harga.
(2) Persaingan bukan harga.

(3) Berusaha secara lebih efisien.®

Sesungguhnya hakikat yang diharapkan dari adanya persaingan tersebut adalah
tercapainya low cost production atau efisens bag produsen. Agar persaingan
usaha dapat terpelinara dan berjalan dengan baik, meka diberlakukanlah kebijakan
persaingan yang dapat memberikan suasana yang kondusif untuk menciptakan
persaingan yang sehat. Adanya kebijakan persaingan yang baik, diharapkan dapat
mendorong penggunaan sumber daya ekonom lebih efisen guna melindungi
kepentingan mesyarakat.” Kebijakan persaingan mertjuk pada seperangkat
perundang-undangan yang dityukan untuk mempertahankan tingkat keadilan dari
persaingan  melalui  penghapusan  pembatasan  praktik-praktik  bisnis  dari
perusahaan. Kebijakan persaingan didalannya termasuk antimonopoli  dan

pengaturan tentang intervensi negara di dalam perekonomian ®

Kebijakan persaingan sebagai sumber Hukum Persaingan Usaha di  Indonesa
adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) yang dibentuk pada
tanggdl 5 Maret 1999 dan berlaku efektif satu tahun kemudian sgak
diundangkan.® Tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

a Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisens ekonom nasional

sebagal salah satu upaya untuk meningkatkan kesgjahteraan rakyat.

® Gunawan Widjaja, Merger dalam Perspektif Monopoli, Jakarta, Rejawali Pers, 2002,
Him. 10.

" Ibid.

8 Ridho Jusmedi, Konsep Hukum Persaingan Usaha, Malang, Setara Press, 2014,
Him. 38.

® Gunawan Widjaja, Op. Cit., Him. 1.
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b. Mewuudkan iklim usaha yang kondusif melalu pengaturan persaingan usaha
yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang
sama bag pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha
kecil.

c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha.

d. Terciptanya efektivitas dan efisensi dalam kegiatan usaha.*°

Secara substans, ruang lingkup UU No. 5 Tahun 1999 memuat materi yang luas
cakupannya, terkait bentuk-bentuk perbuatan dan kegiatan yang dilarang, sanks
atas pelanggaran. Secara umum, materi UU No. 5 Tahun 1999 mengandung 6
(enam) bagian pengaturan yaitu:

a. Perjanjian yang dilarang.

b. Kegatan yang dilarang.

c. Posis domnan.

d. Komis Pengawas Persaingan Usaha.

e. Penegakan hukum.

f.  Ketentuan lain-lain.t

Secara garis besar, sstematika UU No. 5 Tahun 1999 dikelompokkan dalam
11 Bab yang dituangkan dalam 53 Pasal dan 26 Bagian, dengan rincian sebagal
berikut:

a. Bab |, beris Ketentuan Umum yang dimuat pada Pasal 1 terdiri dari 1 pasal.

19 Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha, Malang, Setara Press, 2013, Him. 14.
11 Rilda Murniati, Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan
Sehat dalamUsaha, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, HIm. 43
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b. Bab Il, beris ketentuan Asas dan Tuuan yang dimuat dalam Pasal 2-3 terdiri
dari 2 pasal.

c. Bab Ill, beris ketentuan tentang Perjanjian yang Dilarang yang dimuat pada
Pasal 4-16 terdiri dari 13 pasal.

d. Bab IV, beris ketentuan tentang Kegiatan yang Dilarang yang dimuat pada
Pasal 17-24 terdiri dari 8 pasal.

e. Bab V, beris ketentuan tentang Posis Dominan yang dimuat pada Pasal 25-
29 terdiri dari 5 pasal.

f.  Bab VI, berig ketentuan tentang KPPU yang dimuat pada Pasal 30-37 terdiri
dari 8 pasal.

g Bab VII, beris ketentuan tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang dimuat
pada Pasal 38-46 terdiri dari 9 pasal.

h. Bab VIII, beris ketentuan tentang Sanks yang dimuat pada Pasal 47-49
terdiri dari 3 pasal.

I. Bab IX, beris Ketentuan Lain yang dimuat pada Pasal50-51 terdiri dari 2
pasal.

j. Bab X tentang Ketentuan Perdihan yang dimuat pada Pasal 52.

k. Bab XI tentang Ketentuan Penutup yang dimuat pada Pasal 53.2
2. Pendekatan Pasal dalam Hukum Persaingan Usaha

Secara prosedura, dikenal dua teori dalam Hukum Persaingan Usaha. Pertama,
teori yang melarangnya secara tegas, tanpa melihat apakah ada ekses negatifnya.

Beberapa bentuk kartel, monopoli dan persaingan tidak fair, harus dianggap

12 1bid., HIm 42.
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dengan sendirinya bertentangan dengan hukum  Titik beratnya adalah unsur

formal dari perbuatan tersebut. Teori ini dikenal dengan teori per-seillegal.™

Suatu pendekatan per-se illegal dalam pengadilan akan dihukum tanpa proses
penyidikan yang rumit. Jenis perilaku yang ditetapkan secara per-se illegal hanya
akan dilaksanakan, setelah pengadilan memiliki pengaaman yang memadai
terhadap perilaku tersebut, yakni bahwa perilaku tersebut hamper selalu bersfat
anti persaingan dan hamper seldu tidak pernah membawa manfaat sosial.
Pendekatan per-se illegal ditinjau dari sudut proses administrative adalah mudah,
hal ini disebabkan karena metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak
melakukan penyidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lamadan
biaya yang mehal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan.'* Tindakan
pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar undang-undang tanpa  harus

membuktikan akibatnya lebih lanjut.

Kedua, teori yang melarang kartel dan monopoli jika dapat dibuktikan ada efek
negatifnya yang dikenal dengan nama teori rule of reason. Praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat baru dianggap bertentangan dengan hukum jika
akibatnya dapat merugikan pesaing atau konsumen. Titik beratnya adalah unsur
material dari  perbuatannya. Dalam teori yang kedua ini dipakai metode
“keseimbangan” dalam salah satu cara aplikasinya dengan melihat kecenderungan
apakah benar-benar menghancurkan persaingan pasar atau sebaliknya dapat

memecu hukum pasar tentang supply and demand.®

13 Devi Meyliana, Op. Cit., HIm. 16.
% bid., Hm 17.
15 |bid.
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Berbeda halnya dengan per-se illegal, penggunaan pendekatan rule of reason
memungkinkan  pengadilan  untuk  melakukan  interpretas  terhadap  undang-
undang. Keunggulan rule of reason adalah menggunakan analisis ekonomi untuk
mencapal efisens guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku
usaha memiliki implikas terhadap persaingan. Dengan kata lain, apakah suatu

tindakan dianggap menghambat persaingan atau mendorong persaingan.*®
3. Bentuk-bentuk Praktik M onopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

a. Perjanjian yang Dilarang

Pasal 1 Ayat (7) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan perjanjian sebagai suatu

perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengkatkan diri terhadap satu atau

lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Unsur-unsur perjanjian yang dilarang yaitu:

(1) Adanya perjanjian tertulis atau lisan,

(2) Daam menjaankan kegiatan usaha dilakukan pada bidang usaha yang sama,
sgjenis, atau subtitusinya,

(3) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama,

(4) Menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) bagi pelaku usaha lain,

(5) Memiliki market power atau menjadi price maker,

(6) Menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.’

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk
dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

(1) Oligopoli diatur pada Pasal 4.

18 1bid.
" Rilda Murniati, Op. Cit., Him. 91.
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(2) Penetapan harga diatur padaPasdl 5, 6, 7, dan 8.
(3) Pembagian wilayah diatur padaPasal 9.

(4) Pemboikotan diatur pada Pasal 10.

(5) Kartel diatur pada Pasal 11..

(6) Trust diatur pada Pasal 12.

(7) Oligopsoni diatur pada Pasal 13.

(8) Integras vertikal diatur padaPasal 14.

(9) Perjanjian tertutup diatur pada Pasal 15.

(10) Perjanjian dengan pihak luar negeri diatur padaPasal 16.

b. Kegatan yang Dilarang

Kegiatan secara terminolog bahasa Indonesa adalah suatu usaha, aktivitas,

tindakan atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha

tanpa melibatkan pelaku usaha lain. Suatu kegatan usaha menjadi dilarang

apabila memenuhi  kriteria:

(1) Kegatan usaha dilakukan pada bidang usaha yang sama/sgjenis/subtitusinya
pada pasar bersangkutan.

(2) Menciptakan hambatan masuk bag pelaku usaha.

(3) Memiliki market power dan menjadi penentu harga (price maker) dalam
pasar yang bersangkutan.

(4) Menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(5) Merugkan konsumen atau mesyarakat.®

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa kegiatan yang dilarang untuk dilakukan

oleh pelaku usaha, yaitu:

18 1bid., HIm. 115.
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(1) Monopoli diatur pada Pasal 17.

(2) Monopsoni diatur pada Pasal 18.

(3) Penguasaan pasar diatur pada Pasal 19.

(4) Menjua rugi (predatory pricing) diatur pada Pasal 20.

(5) Kecurangan dalam menetapkan biaya produks (manipulas biaya) diatur pada
Pasal 21.

(6) Persekongkolan tender diatur pada Pasal 22, persekongkolan membocorkan

rahasa dagang perusahaan diatur pada Pasal 23, dan persekongkolan

menghambat perdagangan diatur pada Pasal 24.

c. Penyalahgunsan Posis Dominan
Poss dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyal pesaing
yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan pangsa pasar yang
dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posis tertingg di antara pesaingnya di
pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan
akses pada pasokan atau penjudan serta kemampuan untuk  menyesuaikan
pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Tindakan terlarang yang
umunnya dilakukan oleh pemlik poss dominan dalam mempertahankan
kedudukannya di dalam pasar yaitu:
(1) Meretapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau
menghalangi konsumen memperoleh barang/jasa yang bersaing bak dari segi
harga maupun Kkualitas.

(2) Membatas pasar dan pengembangan teknologi.



17

(3) Menghambat pelaku usaha lan yang berpotens menjadi pesaing untuk

memesuki pasar yang bersangkutan.®

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa penyalahgunaan posis dominan yang
dilakukan yaitu:

(1) Jabatan rangkap diatur padaPasal 26.

(2) Pemilikan saham mayoritas diatur pada Pasal 27.

(3) Penggabungan, peleburan, dan penganbilalihan diatur pada Pasal 28 dan 29.
4. Tinjauan tentang Kartel

a  Pengertian dan Dasar Hukum Kartel

Kartel adalah suatu kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang
bertuyjuan untuk mengawas produks, penjualan, harga, dan untuk melakukan
monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Kamus Hukum Ekonom
ELIPS mengartikan kartel sebagal persekongkolan atau persekutuan di antara
beberapa produsen produk sgenis dengan meksud untuk mengontrol produks,
harga dan penjualannya, serta untuk memperoleh posis monopoli. Dengan
demkian, kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, dimana beberapa pelaku
usaha bersatu untuk mengontrol produks, menentukan harga, atau wilayah

pemesaran atas suatu barang atau jasa sehingga diantara mereka tidak ada lagi
persaingan.?°

Suatu kartel terjadi apabila suatu kelompok perusahaan dalam suatu industri

tertentu yang seharusnya bersaing satu sama lain, tetapi mereka setuju untuk

9 1bid., HIm 132-133
20 Eddy Pelupessy, Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Yogyakarta, AksaraIndonesia, 2008, HIm. 25.
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melakukan koordinas kegatannya dengan mengatur  produks, pembagian
wilayah, kolus tender dan kegatan-kegiatan anti persaingan lainya, sehingga
mereka dapat menaikkan harga dan memperoleh keuntungan di atas harga yang
kompetitif. Perilaku kartel melawan hukum karena selain dilarang UU No. 5
Tahun 1999 dan menjadi strateg pencapaian keuntungan meksimal (maximum
profit) dengan cara menutup persaingan dan mengambil keuntungan ekonomi

konsumen.?*

Larangan terkait kartel terdapat dalam Pasa 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang
menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku
usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur
produks dan/atau pemesaran suatu barang daatau jasa, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat. Selanjutnya, pada tahun 2011, KPPU menetapkan Peraturan Komiss Nomor

4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 11 tentang Kartel (Perkom 4/2011).

b. Karakterisik Kartel

Berdasarkan Perkom 4/2011, suatu kartel pada umumnya mempunyal beberapa

karakteristik :

(1) Terdapat konspiras diantara beberapa pelaku usaha.

(2) Mélibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Para senior
eksekutif inilah biasanya yang menghadiri  pertemuan-pertemuan dan
membuat  keputusan.

(3) Biasanya dengan menggunakan asosias untuk menutupi kegiatan mereka.

21 KPPU, Konpetisi: Bertarung Melawan Kartel, Jakarta, KPPU, 2013: Edisi 9, HIm. 4.
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Melakukan price fixing atau penetapan harga. Agar penetapan harga berjalan
efektif, maka dikuti dengan alokas konsumen atau pembagian wilayah atau
alokas produks. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produks.
Adanya ancaman atau sanks bag anggota yang melanggar perjanjian.
Apabila tidak ada sanks bagi pelanggar, meka suatu kartel rentan terhadap
penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada
anggota Kkartel lainnya.

Adanya distribus informas kepada seluruh anggota kartel. Bahkan jika
memungkinkan dapat  menyelenggarakan audit dengan menggunakan data
laporan produks dan penjualan pada periode tertentu. Auditor akan membuat
laporan produks dan penualan setigp anggota kartel dan  kemudian
membagikan hasil audit tersebut kepada selurun anggota kartel.

Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih
besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau
mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya.  Sistem
kompensasi ini tentu sgja akan berhasl apabila para pelaku usaha akan
mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan apabila mereka
melakukan persaingan. Hal ini akan membuat kepatuhan anggota kepada

keputusan-keputusan kartel akan lebih terjamin.

Indikasi Kartel

Untuk memenuhi persyaratan bukti awal yang cukup, KPPU dapat memeriksa

beberapa indikator awal yang dapat dismpulkan sebagai faktor pendorong

terbentuknya kartel. Secara teori, ada beberapa faktor yang dapat mendorong atau

menfagiitas terjadinya kartel bak faktor struktural maupun perilaku.  Sebagian
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atau seluruh faktor ini dapat digunekan KPPU sebagai indikator awal dalam

melakukan identifikas eksistens sebuah kartel pada sektor bisnis tertentu.

Berdasarkan Perkom 4/2011, beberapa faktor-faktor tersebut akan diuraikan di

bawah ini.

(1) Faktor struktural:

a Tingkat konsentras danjumlah perusahaan

Secara pringp, kartel akan lebih mudah jika jumlah perusahaan tidak
banyak. Dalam ha ini indikator tingkat konsentras pasar seperti
misalnya CR4 (jumlah pangsa pasar empat perusahaan terbesar) dan HHI
(Herfindahl-Hirschman Index) merupakan indikator yang bak untuk
melinat apakah secara dStruktur, pasar tertentu mendorong eksistens

kartel.

b. Ukuran perusahaan
Kartel akan lebih mudah terbentuk jika pendiri atau pelopornya adalah
beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran setara. Dengan demikian
pembagian kuota produks atau tingkat harga yang disepakati dapat
dicapai dengan lebih mudah dikarenakan kapasitas produks dan tingkat

biaya produks semua perusahaan tersebut tidak berbeda jauh.

c. Homogenitas produk
Produk yang homogen, bak berupa barang atau jasa, menyebabkan
preferens konsumen terhadap seluruh produk tidak berbeda jauh. Hal ini
menjadikan persaingan harga sebagai satu-satunya variabel persaingan
yang efektif. Dengan demikian dorongan para pengusaha untuk
bersepakat membentuk kartel akan semekin kuat untuk  menghindari
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perang harga yang menghancurkan tingkat laba mereka. KPPU dapat
melakukan survey kepada pelanggan produk tertentu untuk mengetahui
tingkat preferens pelanggan dan  menyimpulkan tingkat  homogenitas

produk tersebui.

Kontak muiti-pasar

Pemasaran yang luas dari suatu produk memungkinkan terjadinya kontak
muiti-pasar dengan pesaingnya yang juga mempunyai sasaran pasar yang
luas. Multi-pasar dapat diartikan persaingan di beberapa area pasar atau
di beberapa segmen pasar. Kontak yang berkali-kali ini dapat mendorong
para pengusaha yang seharusnya bersaing untuk melakukan kolaboras,
misalnya dengan aokas wilayah atau harga. Selain itu, tidak ada insentif
bagi para pelaku usaha tersebut untuk tidak ikut dalam kartel karena
adanya kekhawatiran “tindakan balasan” dari anggota kartel di seluruh

area atau segmen pasar sasaran.

Persediaan dan kapasitas produks

Persediaan yang berlebihan di pasar menunjukkan telah terjadi kelebihan
penawaran (overstock). Begitu pula kapastas terpasang yang berada di
atas permintaan menunjukkan kemampuan pasokan berada di atas tingkat
permintaan saat ini. Untuk mencegah persaingan harga yang merugkan,
pada kondis ini para pelaku usaha akan mudah terperangkap dalam
perilaku kartel harga, yaitu menyepakati harga tertentu atau harga
minimum.  Selain itu, kelebihan pasokan ini mencegah anggota kartel
untuk menyimpang mengingat pasokan yang tersedia cukup banyak

untuk menghukum mereka yang menyimpang dengan membanjiri pasar
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sehingga harga akan jatuh dan pengusaha akan kesulitan memasarkan
produknya. Data akan persediaan dan kapasitas produks dapat dijadikan

indikator awal untuk mengindentifikasi kartel.

Keterkaitan kepemilikan

Keterkaitan  kepemlikan baik minoritas  terlebin  lagi  mayoritas
mendorong pengusaha untuk mengoptimalkan laba melalui keselarasan
perilaku di antara perusahaan yang mereka kendalikan. Pemegang saham
dua atau lebih perusahean yang semestinya bersaing cenderung
memanfaatkan kepemilikan slang ini untuk menmperkuat kartel dalam
rangka mengoptimalkan keuntungan. Berbagai pengaturan kartel akan

berlangsung lebih mudah dengan adanya kepemilikan silang ini.

Kemudahan masuk pasar

Tingginya entry barrier sebagai hambatan bag perusahaan baru untuk
mestk pasar akan menperkuat keberadaan suatu  kartel.  Peluang
pendatang baru untuk mengis kekosongan pasar akibat harga kartel yang
tingg agak tertutup. Dengan demikian kartel akan dapat bertahan dari

persaingan pendatang baru.

Karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan

Permintaan yang teratr dan inelastis dengan pertumbuhan yang stabil
akan memfasiitas berdiringa karte. Hal ini terjadi karema adanya
kemudahan bagi para peserta kartel untuk memprediks dan menghitung
tingkat produks serta tingkat harga yang dapat mengoptimalkan

keuntungan mereka. Sebaliknya jika permintaan sangat fluktuatif, elastis
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dan tidak teratur akan menyuitkan terbentuknya kartel. Para peserta akan
berebut order pada saat permintaan tinggl dan terpaksa bersaing
menurunkan harga mengingat sifat permintaan yang elastis. KPPU dapat
mengukur  karakter permintaan ini balkk melalui survey dan penelitian

pasar maupun informasi dari para produsen.

i.  Kekuatan tawar pembeli (buyer power)
Pembeli dengan posis tawar yang kuat akan mampu melemahkan dan
akhirnya membubarkan kartel. Dengan posis ini, pembeli akan mudah
mencari penjual yang mau memasok dengan harga rendah, yang berarti
mendorong penjual untuk tidak mematuhi harga kesepakatan kartel. Pada
akhirnya kartel tidak akan berjalan secara efektif dan bubar dengan

sendirinya.

(2) Faktor Perilaku
a.  Trangparansi dan Pertukaran Informasi
Kartel akan mudah terbentuk jika para pelaku usaha terbiasa dengan
pertukaran informas dan transparans diantara mereka. Peran asosias
yang kuat seringkali terlihat sebagal media pertukaran ini. Data produks
dan harga jual yang dikirimkan ke asosias secara periodik dapat
digunakan sebagai sarana pengendalian kepatuhan terhadap kesepakatan
kartel. Terlebih lag jika ditemukan terjadinya pertukaran informas harga
dan data produks tanpa melalui asosias, yang mana akan terlinat janggal
jika sesama pelaku usaha saling memberikan harga dan data produks
diantara mereka tanpa tuyuan tertentu sehingga kecuriggan akan

eksstens kartel akan menguat.
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b. Peraturan Harga dan Kontrak
Beberapa perilaku pengaturan harga dan kontrak dapat memperkuat
dugaan adanya kartel di suatu industri. Misalnya kebijakan one price
policy dimana kesamean harga di berbagai daerah akan menjadi alat
monitoring yang efektif antar anggota kartel terhadap kesepakatan harga
kartel. Begitu pula keharusan memperoleh harga yang sama  seperti
klausul MFN (Most Favored Nations) atau meet the competition dalam
suatu kontrak akan memudahkan kontrol terhadap anggota kartel yang
menyimpang. Oleh karema itu, walaupun bukan merupakan syarat perlu
maupun cukup dalam mengidentifikas kartel, perilaku pengaturan harga
dan kontrak patut dicermeti oleh KPPU sebagai bagian upaya identifikas

eksstens kartel.

d. Unsur-unsur Kartel

Unsur-unsur kartel berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan perkom 4/2011 dapat

dirinci sebagai berikut:

(1) Unsur pelaku usaha
Pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 5 adalah setigp orang perorangan atau
badan usaha, bak yang berbentuk badan hukum atau badan usaha, bak yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, balk sendiri maupun bersama-sama melalui  perjanjian,
menyelenggarakan berbagai  kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam

kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian ini harus lebih dari dua
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pelaku usaha. Agar kartel sukses, kartel membutuhkan keterlibatan sebagian
besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan.

Unsur perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1 Angka 7 adalah suatu perbuatan satu atau lebih

pelaku usaha untuk mengkatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain

dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Unsur pelaku usaha pesaingnya

Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu
pasar bersangkutan. Menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999, yang
dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan
jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang
dan/atau jasa yang sama atau sgenis atau substitus dari barang dar/atau jasa

tersebut.

Unsur bermaksud mempengaruhi harga
Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 bahwa suatu kartel dimaksudkan
untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapal tujuan tersebut anggota kartel

setuju mengatur produks darvatau pemasaran suatu barang darVatau jasa.

Unsur mengatur produks dan atau pemasaran

Mengatur produks artinga adalah menentukan jumlah produks bak bagi
kartel secara keseluruhan maupun bag setigp anggota. Hal ini bisa lebih besar
atau lebih kecil dari kapastas produks perusahaan atau permintaan akan

barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan mengatur pemasaran berarti
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mengatr jumliah yang akan dijua dan atau wilayah dimana para anggota

menjual produksinya.

Unsur barang

Barang menurut Pasal 1 Angka 16 adalah setiap benda baik berwujud maupun
tidak berwuud, bak bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen

atau pelaku usaha.

Unsur jasa
Jasa menurut Pasal 1 Angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk
pekerjaan atau prestas yang diperdagangkan dalam mesyarakat untuk

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

Praktek monopoli menurut Pasal 1 Angka 2 adalah pemusatan kekuatan
ekonom oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya
produks dan atau pemesaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan kartel, meka produks
dan pemasaran atas barang dan atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel.
Karena tuyuan akhir dari kartel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang
besar bag anggota kartel, meka hal ini akan menyebabkan kerugian bagi

kepentingan umum.

Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat
Pasad 1 Angka 6 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produks dan atau
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pemesaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Kartel
adalah suatu kolus atau kolaboras dari para pelaku usaha. Oleh karena itu
segda manfaat kartel hanya dityukan untuk kepentingan para anggotanya
sgja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat dan
tidak juur. Daam hal ini msanya dengan mengurangi produks atau
melavan hukum atau menghambat persaingan usaha, misanya dengan

penetapan harga atau pembagian wilayah.
5. Tinjauan tentang Penguasaan Pasar

a.  Pengertian dan Dasar Hukum Penguasaan Pasar

Menurut Stobbe, pasar adalah kelembagaan sosa yang dirancang untuk mencapai
keseimbangan antara minat penawaran dan permintaan yang pada dasarnya
berlawanan. Di pasar tersebut, semua pelaku transaks mendapat hak yang setara.
Tidak seorangpun dapat menguasai yang lain dan tidak ada badan yang lebih
tinggh yang dapat mendahulukan keinginannya dalam upaya pencapaian
keseimbangan.? Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU No.5 Tahun 1999, struktur
pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang

memiliki pengarun penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar,
antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan mesuik dan keluar pasar,

keragaman produk, system distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.

Pada pokoknya, struktur pasar merupakan kondis yang terjadi pada pasar tersebut

yang dibentuk berdasarkan jumlah dan jenis barang yang beredar di pasar serta

kemampuan perusahaan menguasal atau  mengatr harga barang.  Struktur

22 Ridho Jusmedi, Op. Cit., HIm. 26.
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penguasaan pasar pelaku usaha menjadi bahan andiss untuk  menentukan
pelanggaran dengan menilai struktur pasar setigp produknya. Untuk itu, struktur
pasar menjadi salah satu tolak ukur dalam penentuan pelanggaran Hukum

Persaingan Usaha®®

Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan
keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup
besar memiliki korelas positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa
diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku
usaha kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan
hukum. Kalau hal ini yang terjadi, meka mungkin sgja akan berhadapan dengan
para penegak hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam

Hukum Persaingan Usaha

Suatu perusahaan yang menguasal suatu pasar pasti mempunyai posis dominan di
pasar. Oleh karena itu penguasaan pasar yang cukup besar oleh pelaku usaha
biasanya selau menjadi perhatian bag penegak Hukum Persaingan Usaha untuk
mengawas perilaku pelaku usaha tersebut di dalam pasar, karena penguasaan
pasar yang besar oleh pelaku usaha tertentu biasanya dimanfaatkan untuk
melakukan tindakan-tindakan anti persaingan yang bertuyjuan agar dia dapat tetap
menjadi penguasa pasar dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya

(meksimal).2*

Larangan terhadap penguasaan pasar terdapat dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun

1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau

2 Rilda Murniati, Op. Cit., HIm68.
24 Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Jakarta,
E-Book, 2009, HIim. 138
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beberapa kegatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dar/atau persaingan usaha tidak sehat

berupa:

(1) Menolak darvatau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk dapat melakukan
kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan; atau

(2) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak
melakukan hubungan usaha pesaingnya itu; atau

(3) Membatas peredaran dar/atau penjuadlan barang dar/atau jasa pada pasar
bersangkutan; atau

(4) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.?®

Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang
mempunyai market power, vyaitu pelaku usaha yang dapat menguasal pasar
sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa yang di pasar yang
bersangkutan. Wujud penguasaan pasar yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun
1999 tersebut dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang dar/atau jasa dengan
cara:

(1) Jua rug (predatory pricing) dengan meksud untuk memetikan pesaingnya.

(2) Mélalu praktek penetapan biaya produks secara curang serta biaya lainnya

yang menjadi komponen harga barang.

(3) Perang harga maupun persaingan harga.

Kriteria penguasaan pasar tersebut tidak harus 100% (seratus persen), penguasaan
sebesar 50% (lima puluh persen) atau 75% (tuyjuh puluh lima persen) sgja sudah

dapat dikatakan mempunyai market power. Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 ini

2 |pid., HIm. 139.
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dirumuskan secara rule of reason sehingga penguasaan pasar itu sendiri menurut
pasa ini tidak secara mutlak dilarang. Penguasaan pasar dilarang apabila dari
pengasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau mempunyai
dlasan-adlasan yang dapat diterima. Perlu dismek, bahwa penguasaan pasarnya
sendiri belum tentu bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, yang
kemungkinan bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 adalah jenis-jenis
kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha perusahaan yang menguasal pasar

yang pada akhirnya anti terhadap persaingan usaha yang sehat.?®

b. Unsur-unsur Penguasaan Pasar

Unsur-unsur penguasaan pasar berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 yaitu:

(1) Unsur pelaku usaha
Pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah orang
perorangan atau badan usaha, balk yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui  perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha

dalam bidang ekonom.

(2) Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama
pelaku usaha lain
Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan yang dimeksud dapat terpenuhi

jika terbukti salah satu unsur dibawah ini, antara lain:

26 |hid., HIm. 140.



3)

31

a Menolak davatau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk  dapat

melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan; atau

b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk

tidak melakukan hubungan usaha pesaingnya itu; atau

c. Menmbatas peredaran davatau penjualan barang dar/atau jasa pada pasar

bersangkutan; atau

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Kegatan tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama pelaku usaha lain.
Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha pesaing yang berada di dalam satu
pasar bersangkutan. Menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999, yang
dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan
jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang
dan/atau jasa yang sama atau sgenis atau substitus dari barang dar/atau jasa

tersebut

Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dar/atau persaingan usaha
tidak sehat.

Praktik monopoli adalah pemusatan pemusatan kekuatan ekonom oleh satu
atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produks darvatau
pemesaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produks dan/atau pemasaran barang dar/atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak juur atau melawvan hukum atau menghambat

persaingan usaha.
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B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
1. Status dan Kedudukan KPPU

Untuk mengawas pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dibentuklah suatu komisi.
Pembentukan komis ini berdasarkan pada Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang
menginstrukskan bahwa  pembentukan  susunan  organisas, tugas, dan fungs
komis ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Komis ini kemudian
dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komis
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).?” Anggota KPPU dalam menjalankan

tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Status hukum KPPU adalah sebagal lembaga independen yang terlepas dari
pengarun dan kekuasaan pemerintahan dan pihak lain. Sebagal suatu lembaga
independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki KPPU sangat
besar yang nmeliputi juga kewenangan yang dimiliki lembaga pengadilan.
Kewenangan tersebut meliputi  penyidikan, penuntutan, konsultas, pemeriksaan,

mengadili, dan memutus perkara.?®

KPPU juga merupakan suatu organ khusus yang mempunyal tugas ganda selain
menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan
dan memdihara iklim persangan usaha yang kondusf. Meskipun KPPU
mempunyai  fungs  penegakan  hukum  khususnya Hukum  Persaingan  Usaha,
namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan

demkian, KPPU tidak berwenang menjatunkan sanks bak pidana maupun

2" Devi Meyliana, Op Cit. Him. 3L
%8 |bid., HIm 32.
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perdata Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif sehingga

sanksi yang dijatunkan merupakan sarks administratif.?®
2. Tugas KPPU

Tugas KPPU berdasarkan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 neliputi:

a. Meakukan penlaian terhadap perjanian yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.

c. Meakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posis
dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.

d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komis.

e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan praktek monopoli dar/atau persaingan usaha tidak sehat.

f.  Menyusun pedoman dan atau publikas yang berkaitan dengan UU No. 5
Tahun 1999.

g Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden

dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tugas yang termuat pada Pasal 35 Huruf a, b, dan ¢ meliputi penilaian terhadap
perjanjian, kegiatan atau poss domnan yang dapat mengakibatkan praktik

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tugas terkait Pasal 35 Huruf d adalah

2 pid., HIm 33.
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KPPU dapat melakukan tindakan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.
Pasal 35 Huruf d lebih bersfat mengisyaratkan suatu ketentuan mengenal
tanggung jawab yang objektif dari pemberian tugas KPPU yang sesungguhnya.
Sedangkan tugas yang disebutkan dalam Pasal 35 Huruf e, f, dan g dijalankan oleh
KPPU berdasarkan pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang tertentu. Hal
tersebut  khususya menganai  peryusunan  pedoman dan  penyebaran  brosur
tentang maesalah-masalah yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1999. Hal tersebut
karena KPPU dibentuk untuk melaksanakan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999
dengan dan di bawah pengawasan pengadilan, yang berwenang untuk menafsirkan
dan melaksanakan undang-undang tersebut dengan cara mengikat menurut

hukum.3°

3. Wewenang KPPU

Wewenang KPPU berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 méliputi :

a.  Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan
praktek monopoli darvatau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh
mesyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditentukan oleh komis sebagai

hasl dari penelitiannya.

%0 Eddy Pelupessy, Op. Cit., HIm. 60.
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d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau
tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

e. Memanggl pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

f. Memanggl dan menghasilkan saks, saks ahli, dan setigp orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

g Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saks, saks
ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak
bersedia memenuhi panggilan komis.

h. Meminta keterangan dari instans pemerintah dalam kaitannya dengan
penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar
ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

I.  Mendapatkan, mendliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau aat bukti lain
guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.

j- Memutuskan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau
mesyarakat.

k. Memberitahukan putusan koms kepada pelaku usaha yang diduga
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehet.

l.  Menjatuhkan sanks berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang

melanggar ketentuan UU No.5 Tahun 1999.

Berdasarkan Pasal 36 Huuf a, KPPU berwenang menerima laporan dari
mesyarakat dan/atau pelaku usaha tentang fakta yang patut diduga melanggar

keterntuan UU No. 5 Tahun 1999. Laporan tersebut tidak harus disampaikan
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secara tertulis, dapat juga disampaikan secara lisan. Akan tetapi, pada umunnya

mesyarakat dan/atau pelaku usaha memberikan laporan secara tertulis.

Berdasarkan Pasal 36 Huruf b, KPPU berwenang melakukan penelitian hanya
apabila fakta yang dilaporkan menunjukkan bahwa terjadi kegiatan usaha tertentu
dar/atau perilaku pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau
persaingan usaha tidak sehat. Laporan yang bersfat begitu umum dan tidak jelas
pernyataannya dalam hal bagaimanapun tidaklah relevan bag KPPU, mengingat

Pasal 36 Huruf a hanya memperhatikan laporan yang menimbulkan dugean akan

adanya praktek monopoli yang illegal.

KPPU bewenang memanggl pelaku usaha yang dengan alasan yang cukup
diduga telah melakukan pelanggaran. Suatu dugaan adalah cukup beralasan
apabila telah dilakukan penyelidikan yang mendukung dugaan tersebut. Pada saat
memanggil pelaku usaha, KPPU juga memberikan kesempatan kepada pelaku
usaha untuk mengadakan dengar pendapat. Pelaku usaha berhak membela dirinya
terhadap tuduhan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentua UU No. 5

Tahun 1999.

Menurut Pasal 36 Huruf f, g, h, dan i terdapat beberapa sarana bagi KPPU dalam
mendapatkan aat  bukti, untuk membuktikan suatu pelanggaran mulai  dari
memanggil dan menghadirkan saks, saks ahli, dan setigp orang yang dianggap

mengetahui  pelanggaran  terhadap  ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 sampai
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mendapatkan, mendliti, dar/atau menilai surat atau dokumen—dokumen lain atau

bukti lainnya.!

Apabila KPPU berdasarkan penyelidikan dan bukti yang diperoleh menyimpulkan
bahawa telah terjadinya pelanggaran, meka KPPU berwenang untuk memutuskan
apakah ada atau tidak kerugian di pihak pelaku usaha lain sebagal akibat dari
perbuatan tersebut. Dari tugas dan wewenang KPPU tersebut, dapat diketahui
bahwa KPPU diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan
administratif sgja, termasuk menjatunkan ganti kerugian dan denda. KPPUtidak
mempunyai  hak menjatuhkan sanks denda pengganti, apalag sanks pidana
pokok dan tambahan, yang merupakan wewenang badan peradilan. KPPU juga
tidek bertindak sebagai penyidik (khusus) yang dimungkinkan oleh Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, padahal keanggotaan KPPU terdiri dari

orang-orang yang memiliki integritas kepribadian dan keilmuan yang tinggi.

Kewenangan KPPU hanya terbatas pada kewenangan administratif semeta.
Sungguhpun ada kewenangan yang mirip dengan kewenangan badan penyidik,
badan penuntut, bahkan badan pemutus tetapi itu semua hanya semata-mata dalam
rangka menjatuhkan hukuman administras sgja, tidak lebih dari itu. Karama ity,
badan penyidik bukanlah suatu polisi khusus, atau badan penyidik sipil dan juga
tidak punya kekuasaan sub poena. Akan tetapi putusan KPPU mempunyai
kekuatas eksekutor, yakni keputusan yang sedergat dengan keputusan hakim.

Karena itu, putusan KPPU dapat langsung dimintakan eksekus (Fiat Executie)

31 1bid., HIm 64.
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pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus berbicara sekai lag di

pengadilan tersebut.>?
C. Tata Cara Penanganan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pasal 38 dan Pasa 39 UU Persaingan Usaha menentukan bahwa KPPU dapat
melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan, laporan pelapor dengan
permohonan garti rugi, serta berdasarkan inigiatif KPPU. Selain itu, secara rinci
tata cara penanganan perkara oleh KPPU terdapat daam Peraturan Komis
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan
Perkara (Perkom 1/2010). Tata cara penanganan perkara persaingan usaha oleh

KPPU dapat dirinci sebagai berikut:
1. Tata Cara Penanganan Perkara berdasarkan Laporan

Tata cara penanganan perkara berdasarkan laporan diatur pada Pasal 2 Ayat (2)

Perkom 1/2010 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a Laporan

Setigp orang yang mengetahul atau menduga adanya pelanggaran terhadap UU

Persaingan Usaha dapat melaporkan kepada KPPU. Laporan tersebut memuat

beberapa hal yaitu :

(1) ldentitas Pelapor, Terlapor, dan Saks.

(2) Keterangan secara jelas, lengkap, dan cermat mengenai dugaan adanya
pelanggaran UU Persaingan Usaha.

(3) Menyampaikan aat bukti dugaan pelanggaran.

(4) Menyampaikan sdlinan identitas Pelapor.

32 1bid., HIm. 65.
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(5) Laporan ditandatangani oleh Pelapor.

Kewgjiban KPPU dalam melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan
adalah merahasiakan identitas Pelapor yang melaporkan adanya dugaan
pelanggaran UU Persaingan Usaha. Pelapor yang telah melaporkan adanya
dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha tidak dapat mencabut laporan yang

telah digjukan kepada K PPU.

b. Klarifikasi

Klarifikas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani
laporan untuk mendapat bukti awal dalam perkara laporan. Klarifikas dilakukan
untuk memeriksa kelengkapan administras  laporan, kebenaran adlamat Pelapor
dan Saks, kebenaran identitas Terlapor, kesesuaian dugaan pasal yang dilanggar
dengan aat bukti yang diserahkan oleh Pelapor, serta menilai kompetens absolut
KPPU terhadap laporan. Hasl klarifikas digunakan untuk menemukan alat bukti
awal sebagai bahan penyelidikan atau dilakukan penghentian proses penanganan

laporan.

c. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh investigator untuk memperoleh bukti yang cukup,

kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran. Langkah-langkah penyelidikan

oleh investigator yaitu:

(1) Memanggil dan meminta keterangan pelapor, terlapor, pelaku usaha, dan
pihak lain yang terkait.

(2) Memanggil dan meminta keterangan saks.

(3) Meminta pendapat ahli.
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(4) Mendapatkan surat atau dokumen.
(5 Melakukan pemeriksaan setempat.
(6) Melakukan andlisa terhadap keterangan, surat, dokumen, serta hadl

pemeriksaan setempat.

d. Pemberkasan

Pemberkasan dilakukan terhadap laporan hasil penyelidikan yang disusun menjadi
rancangan laporan dugaan pelanggaran untuk kemudian dilaksanakan gelar
laporan. Laporan dugaan pelanggaran tersebut, disempurnakan dan  disetyjui
menjadi laporan dugaan pelanggaran dalam rapat KPPU. Berdasarkan laporan
dugaan pelanggaran tersebut, ketua KPPU menetapkan dilakukannya pemeriksaan

pendahuiuan.

e. Sidang Magjelis Komis

(1) Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian kegatan yang dilakukan oleh
Majelis Komis terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan
perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan
pendahuluan dapat dimulai setelah Komis mengeluarkan surat  penetapan
atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Jangka
waktu pemeriksaan pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari sgak tanggal
surat penetapan dimuainya suatu pemeriksaan pendahuluan.  Pemeriksaan
berdasarkan laporan harus terkebih dahulu dilakukan penelitian terhadap
keelasan laporan. Apabila laporan telah lengkap, Komis akan mengeluarkan
penetapan yang beris tentang dimulainya waktu pemeriksaan pendahuluan

dan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan.
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Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Maelis Koms terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk  menyimpulkan
ada atau tidaknya bukti pelanggaran. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh
Komis bila telah ditemukan adanya indikas praktik monopoli atau persaingn
usaha tidak sehat, atau apabila Komis memerlukan waktu lebih lama untuk
melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai
kasus yang ada. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 (enam puluh)
hari sgak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang
paing lama tiga pulun hari. Apabila pemeriksaan perkara berdasarkan

laporan, pelaku usaha yang diperiksa disebut “terlapor”.>®

Pembuktian dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti yang terdiri  dari
keterangan saks, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, keterangan
terlapor atau saks pelaku usaha. Keterangan ahli  diperlukan dalam
pemeriksaan perkara yang rumit. Saks ahli dapat dihadirkan atas inisiatif
pelaku usaha atau KPPU. Pelaku usaha ataupun saks dapat memberikan
dokumen untuk menguatkan keterangannya. Majelis Komis kemudian akan
memberikan penilaian terhadap dokumen tersebut. Dokumen pelaku usaha
dianggap mempunya dSfat yang objektif dan dokumen pelaku usaha
mempunyai  kekuatan pembuktian yang khusus. Petunjuk dapat dijadikan
sebagal alat bukti agpabila petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan
petunjuk lainnya sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga

melanggar UU Persaingan Usaha. Suatu petunjuk yang didapat dalam bentuk

33 Andi Fahmi Lubis, dkk, Op.Cit., HIm. 327.
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tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama  dengan  kekuatan

pembuktian surat atau dokumen.3*

f.  Putusan Mgelis Koms

Majelis Koms wajib memutuskan adanya pelanggaran UU Persaingan Usaha
setelah 30 (tiga puluh) hari pemeriksaan. Pengambilan keputusan dilakukan dalam
sdang Majelis Komis yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga anggota
Koms. Putusan Magelis Komis harus dibacakan dalam sidang yang terbuka
untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Majelis Komis harus
berusaha memberitahukan putusannya pada hari bersangkutan yang sama dengan
hari pembacaan putusan, hal ini berpegang pada asas efisens dan keterbukaan.

Pemberitahuan putusan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang ada. ®

2. Tata Cara Penanganan Perkara Berdasarkan Laporan Pelapor dengan
Permohonan Ganti Rugi

Tata cara penanganan perkara berdasarkan laporan diatur pada Pasal 2 Ayat (3)

Perkom 1/2010 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a Laporan

Setigp orang yang mengetahui atau menduga adanya pelanggaran terhadap UU

Persaingan Usaha yang menimbulkan kerugian baginya dapat melaporkan kepada

KPPU. Laporan tersebut memuat beberapa hal yaitu :

(1) Identitas Pelapor, Terlapor, dan Saks.

(2) Keterangan secara jelas, lengkap, dan cermat mengenal dugaan adanya
pelanggaran UU Persaingan Usaha

(3) Menyampaikan aat bukti dugaan pelanggaran.

34 1bid., HIm. 328-329.
35 1bid., HIm. 329-330.



43

(4) Menyampakan salinan identitas Pelapor.
(5) Pelapor wajib menyertakan nilai dan bukti kerugian yang dideritanya.

(6) Laporan ditandatangani oleh Pelapor.

Pelapor yang telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha

tidak dapat mencabut laporan yang telah digukan kepada KPPU.

b. Klarifikasi

Klarifikas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani
laporan untuk mendapat bukti awal dalam perkara laporan. Klarifikas dilakukan
untuk memeriksa kelengkapan administras  laporan, kebenaran alamat Pelapor
dan Sakd, kebenaran identitas Terlapor, kesesuaian dugaan pasal yang dilanggar
dengan aat bukti yang diserahkan oleh Pelapor, serta menilai kompetens absolut
KPPU terhadap laporan. Hasl klarifikas digunakan untuk menemukan alat bukti
awal sebagai bahan penyelidikan atau dilakukan penghentian proses penanganan
laporan. Hasl klarifikas dilaporkan oleh unit kerja yang menangani laporan
kepada Komis dalam Rapat Komis untuk mendapat persetujuan menjadi Laporan

Dugaan Pelanggaran dalam Pemeriksaan Pendahuluan.

c. Sidang Maelis Komis

(1) Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian kegatan yang dilakukan oleh
Magelis Koms terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan
perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan
pendahuluan dapat dimulai setelah Komis mengeluarkan surat  penetapan
atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Jangka

waktu pemeriksaan pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari sgjak tanggal
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surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Maelis Komis
memanggl  Pelapor dan  Terlapor daam Pemerikssan  Pendahuluan.
Selanjutnya, Majelis Komis memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk
membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor
dan kerugian yang dialaminya. Setelah itu, Terlapor diberi kesempatan untuk
menggjukan tanggapan terhadap dugesan pelanggaran, nama saks dan ahl,

serta aat bukti paling lama 7 (tuyuh) hari setelah pembacaan Laporan Dugaan

Pelanggaran.

Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Magjelis Komis terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk  menyimpulkan
ada atau tidaknya bukti pelanggaran. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh
Koms bila telah ditemukan adanya indikas praktik monopoli atau
persaingan usaha tidak sehat, atau apabila Komis memerlukan waktu lebih
lama untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lebih mendalam
mengenai kasus yang ada. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60
(enam puluh) hari sgak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat
diperpanjang paing lama tiga puluh hari. Apabila pemeriksaan perkara

berdasarkan laporan, pelaku usaha yang diperiksa disebut “terlapor”.3®

Pembuktian dilakukan dengan pemeriksaan aat bukti yang terdiri  dari
keterangan sakd, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, keterangan
terlapor atau saks pelaku usaha. Keterangan ahli  diperlukan dalam
pemeriksaan perkara yang rumit. Seks ahli dapat dihadirkan atas inisiatif

pelaku usaha atau KPPU. Pelaku usaha ataupun saks dapat memberikan

36 Andi Fahmi Lubis, dkk, Op.Cit., Him. 327.
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dokumen untuk menguatkan keterangannya. Majelis Komis kemudian akan
memberikan penilaian terhadap dokumen tersebut. Dokumen pelaku usaha
dianggap mempunyai Sfat yang objektif dan dokumen pelaku usaha
mempunyai  kekuatan pembuktian yang khusus. Petunjuk dapat dijadikan
sebaga alat bukti apabila petunjuk itu mempunyal  kesesuaian dengan
petunjuk lainnya sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga
melanggar UU Persaingan Usaha. Suatu petunjuk yang didapat dalam bentuk
tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama  dengan  kekuatan

pembuktian surat atau dokumen.®’

d. Putusan Magjelis Komis

KPPU wagib memutuskan adanya pelanggaran UU Persaingan Usaha setelah tiga
puuh hari pemeriksaan. Pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang Magjelis
Koms yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga anggota KPPU. Putusan
KPPU harus dibacakan daam sdang yang terbuka untuk umum dan segera
diberitahukan  kepada pelaku usaha. Maelis Komis harus  berusaha
memberitahukan putusannya pada hari bersangkutan yang sama dengan hari
pembacaan putusan, hal ini berpegang pada asas efisens dan keterbukaan.

Permberitahuan putusan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang ada.*®
3. Tata Cara Penanganan Perkara berdasarkan Inisiatif KPPU

KPPU dapat melakukan penanganan perkara inisiatif berdasarkan data atau
informes yang bersumber dari hasl kajian, berita di media, hasl pengawasan,

laporan yang tidak lengkap, hasil dengar pendapat yang dilakukan KPPU, temuan

37 1bid., HIm. 328-329.
38 |bid., HIm. 329-330.
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dalam pemeriksaan, atau sumber lain yang dapat dipertanggungawabkan. KPPU
menindaklanjuti data atau informas tersebut sesual tahapan yang diatur pada
Pasal 2 Ayat (4) Perkom 1/2010, sebagai berikut:

a Kajian

Komis melakukan kajian sektor industri dengan kriteria indutri  tersebut
merupakan industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, industri Strategis
(penting bagi negara), industri dengan tingkat konsentras tinggi, atau industri
unggulan nasional ataupun daerah. Kegatan kaian dilakukan  dengan
mengumpulkan data dan informad, dilakukan pengolahan terhadap data dan
informast  yang telah diperoleh. Selanjutnya dilakukan andlisa industri dan
kebijakan untuk mengidertifikas potens dan dugaan pelanggaran undang-undang
untuk selanjutnya disusun menjadi  laporan hasl kagjian. Laporan hasl kajian

tersebut yang masuk ke tahap penyelidikan.

b. Pendlitian

Pendlitian  dilakukan untuk mendapatkan bukti awal dugaan pelanggaran.
Pendlitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari pelaku usaha atau
pihak lain, melakukan survey pasar, melakukan survey setempat, dan penerimaan
surat atau informes terkait dugaan pelanggaran, yang kemudian dibuat laporan
hasl perdlitian. Laporan hasl pendlitian ditindaklanjuti  dengan  melakukan

pengawasan atau penyelidikan.

c. Pengawasan pelaku usaha
Pengawasan dilakukan dengan nmonitoring harga dan pasokan, wawancara,

pertemuan dengan pelaku usaha, laporan berkala dari pelaku usaha, meminta
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informes dari pelaku usaha pesaing, dan meminta keterangan dari pemerintah.

Setelah selesai melakukan pengawasan maeka disusun laporan hasl pengawasan.

d. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh investigator untuk memperoleh bukti yang cukup,

kegelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran. Langkah-langkah penyelidikan

oleh investigator yaitu:

(1) Memanggl dan meminta keterangan pelapor, terlapor, pelaku usaha, dan
pihak lain yang terkait.

(2) Memanggil dan meminta keterangan saks.

(3) Meminta pendapat ahli.

(4) Mendapatkan surat atau dokumen.

(5) Melakukan pemeriksaan setermpat.

(6) Melakukan andlisa terhadap keterangan, swrat, dokumen, serta hadl

pemeriksaan setempat.

e. Pemberkasan

Pemberkasan dilakukan terhadap laporan hasil penyelidikan yang disusun menjadi
rancangan laporan dugean pelanggaran untuk kemudian dilaksanakan  gelar
laporan. Laporan dugaan pelanggaran tersebut, disempurnakan dan  disetyjui
menjadi laporan dugaan pelanggaran dalam rapat KPPU. Berdasarkan laporan
dugaan pelanggaran tersebut, ketua KPPU menetapkan dilakukannya pemeriksaan

pendahuluan.
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Sidang Majelis Komisi

Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Magjelis KPPU terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk  menyimpulkan
perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan
pendahuluan dapat dimulai setelah KPPU mengeluarkan surat penetapan atau
keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Jangka waktu
pemeriksaan pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat
peretapan  dimulainya suatu  pemeriksaan  pendahuluan.  Pemeriksaan
pendahuluan berdasarkan inigiatif dihitung sgjak tanggal surat  penetapan

majelis KPPU untuk memulai pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Majelis KPPU terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada
atau tidaknya bukti pelanggaran. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh KPPU
bila telah ditemukan adanya indikas praktik monopoli atau persaingn usaha
tidak sehat, atau apabila KPPU memerlukan waktu lebih lama untuk
melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai
kasus yang ada. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 (enam puluh)
hari sgak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang
paing lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila pemeriksaan perkara berdasarkan

inisiatif, pelaku usaha yang diperiksa disebut “saksi”.°

Pembuktian dilakukan dengan pemeriksaan aat bukti yang terdiri  dari
keterangan saks, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, keterangan

terlapor atau ssks pelaku usaha. Keterangan ahli  diperlukan dalam

39 Andi Fahmi Lubis, dkk, Op.Cit., HIm. 327.
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pemeriksaan perkara yang rumit. Saks ahli dapat dihadirkan atas inisiatif
pelaku usaha atau KPPU. Pelaku usaha ataupun saks dapat memberikan
dokumen untuk menguatkan keterangannya. Majelis KPPU kemudian akan
memberikan penilaian terhadap dokumen tersebut. Dokumen pelaku usaha
dianggap mempunyal Sfat yang objektif dan dokumen pelaku usaha
mempunyai  kekuatan pembuktian yang khusus. Petunjuk dapat dijadikan
sebagal alat bukti apabila petunjuk itu mempunyal  kesesuaian dengan
petunjuk lainnya sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga
melanggar UU Persaingan Usaha. Suatu petunjuk yang didapat dalam bentuk
tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama  dengan  kekuatan

pembuktian surat atau dokumen.*°

g. Putusan KPPU

KPPU wajib memutuskan adanya pelanggaran UU Persaingan Usaha setelah tiga
pulun hari pemeriksaan. Pengambilan keputusan dilakukan dalam sdang Maelis
KPPU yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga anggota KPPU. Putusan
KPPU harus dibacakan dalam sdang yang terbuka untuk umum dan segera
diberitahukan kepada pelaku usaha. KPPU harus berusaha memberitahukan
putusannya pada hari bersangkutan yang sama dengan hari pembacaan putusan,
hal ini berpegang pada asas efisens dan keterbukaan. Pemberitahuan putusan

dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang ada*

4% pid., HIm. 328-329.
1 pid., HIm. 329-330.
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K eterangan:

Pada awa Agustus 2015 terjadi perilaku pedagang daging sapi darn/atau asosiasi
Rumeh Potong Hewan (RPH) di wilayah Jabodetabek yang berhenti beroperas.
Kegadian tersebut juga pernah terjadi di wilayah pemasaran yang sama pada awal
tahun 2013. KPPU berdasarkan inisiatiftya menduga hal tersebut dikarenakan
para pelaku usaha feedloter melakukan pengurangan pasokan sapi ke RPH
dengan alasan untuk mengatur agar tetap terjaga pasokan ke pasar atau menjaga
keberlangsungan persediaan. Para pelaku usaha feedloter tersebut tergabung
daam suatu Asosias Produsen Daging dan Feedloter Indonesia (Apfindo).
Pengurangan pasokan sapi diduga oleh Komis Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) untuk membuat harga keseimbangan baru  sehingga  menaikkan

keuntungan. Pembicaraan mengenai  harga dilakukan melalui  Apfindo.

KPPU melakukan kajian dan penelitian untuk memperoleh data dan informes
terkait dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Selanjutnya, KPPU melakukan
penyelidikan untuk memperoleh bukti yang cukup dan menentukan adanya
dugaan pelanggaran Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Kartel dan
pelanggaran Pasal 19 Huruf ¢ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Penguasaan Pasar.
Perkara ini diperiksa dan diputus berdasarkan tata cara penanganan perkara
Hukum Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Komis Nomor 1
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom 1/2010). KPPU
melakukan  serangkaian  kegiatan pemeriksaan, dimulai  dari  pemeriksaan
pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan pembuktian hingga KPPU memutus para
pelaku usaha terbukti melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 Huruf ¢ UU No. 5 Tahun

1999.
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Pendlitian ini mengkagi dan menganaliss mengenai  alasan Investigator KPPU
menetapkan adanya dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam
perdagangan sapi impor di Jabodetabek, pertimbangan hukum Majelis Komis
daam memutus adanya pelanggaran Hukum Persaingan  Usaha dalam
perdagangan sapi impor di Jabodetabek, serta akibat hukum atas putusan
pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam perdagangan sapi  impor  di

Jabodetabek.



[1I.  METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  hukum
normetif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai
norma atau kaidah yang berlaku dalam mesyarakat dan menjadi acuan perilaku
setigp orang, namun tidak mengkai pelaksanaan atau implementas  hukum.
Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan
lembaga perundang-undangan, kodifikas, undang-undang, peraturan pemerintah,
norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan, atau norma hukum tertulis
buatan pihak-pihak yang berkepertingan (kontrak, dokumen hukum, dan

rancangan undang-undang).*?

Penelitian inl dilakukan dengan cara mengkaji dan mengandiss Putusan KPPU
Nomor: 10/KPPU-1/2015, peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan
literatr yang erat hubungannya dengan alasan Investigator KPPU menetapkan
adanya dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam perdagangan sapi
impor di Jabodetabek, pertimbangan hukum Majelis Komis dalam memutus

adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam perdagangan sapi impor di

42 Abdulkadir Muhammed, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,
2004, HIm. 52.
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Jabodetabek, serta akibat hukum atas putusan pelanggaran Hukum Persaingan

Usaha dalam perdagangan sapi impor di Jabodetabek.
B. Tipe Penelitian

Tipe penditian skrips ini  adalah tipe penelitian deskriptif yang bersfat
pemaparan dan bertuyuan untuk memperoleh gambaran (deskrips) lengkap
tentang keadaan hukum yang berlaku, mengena gegjala yuridis yang ada, atau
perisiwva hukum tertentu yang terjadi dalam mesyarakat.*® Penglitian ini
diharapkan dapat menmberikan informas secara jelas, lengkap, dan sistermetis
dalam memeparkan dan menggambarkan mengenal alasan Investigator KPPU
menetapkan adanya dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam
perdagangan sapi impor di Jabodetabek, pertimbangan hukum Majelis Komis
daam memutus adanya pelanggaran Hukum Persaingan  Usaha  dalam
perdagangan sapi impor di Jabodetabek, serta akibat hukum atas putusan
pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam perdagangan sapi  impor  di

Jabodetabek.
C. Pendekatan M asalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah
melalui  tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan masalah
normetif tergpan. Dalam pendekatan normetif terapan terdiri dari beberapa

langkah, antara lain:

“3 |pid.
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1. Identifikas pokok bahasan dan subpokok bahasan berdasarkan rumusan
masalah;

2. ldentifikas ketentuan hukum normetif yang menjadi tolak ukur terapan yang
bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan;

3. Penergpan ketentuan hukum normetif sebagal tolak ukur teragpan pada
perisiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan prilaku yang sesuai

atau tidak sesual.

Penelitian ini - mengkgi  putussn KPPU Nomor:  10/KPPU-1/2015  yang
memberikan putusan adanya pelanggaran  Hukum Persaingan Usaha dalam
perdagangan sapi impor di Jabodetabek yang dilakukan oleh 32 pelaku usaha
yaitu PT  Andini Karya Makmur, PT Andini Persada Segjahtera, PT Agro Giri
Perkasa, PT Agisatwa Jaya Kencana, PT Andini Agro Loka, PT Austasa
Stockfeed, PT Bina Mentari Tunggal, PT Citra Agro Buana Semesta, PT
Elders Indonesia, PT Fortuna Megah Perkasa, PT Great Giant Livestock, PT
Lembu Jantan Pekasa, PT Legok Makmur Lestari, PT Lemang Mesyji
Lestary, PT Pasr Tengah, PT Rumpinary Agro Industry, PT Santosa Agrindo,
PT Sadgjiwa Niaga Indonesa, PT Septia Anugerah, PT Tanjung Unggul
Mandiri, PT Widodo Makmur Perkasa, PT Kariyana Gita Utama, PT
Sukses Ganda Lestari, PT Nusantara Tropical Farm, PT Karya Anugerah
Rumpin, PT Sumber Cipta Kencana, PT Brahman Perkasa Sentosa, PT Catur
Mitra Taruma, PT  Kadila Lestari Jaya, CV Mitra Agro Sangkuriang, CV

Mitra Agro Sampurna, dan PT Karunia Alam Sentosa Abadi.
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D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, meka jenis data yang

digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengkat

secara umum atau bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.  Undang-Undang Dasar 1945;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehet;

d. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas
Persaingan Usaha;

e. Peraturan Komis Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pasal 11 tentang Kartel,

f.  Peraturan Komis Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Penanganan Perkara;

g Putusan KPPU Nomor 10/K PPU-1/2015.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder vyaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenal  bahan hukum primer yang bersumber dari literatur—literatur, bahan

kuiah yang berkaitan dengan pendlitian ini.



57

3. Bahan Hukum Terser

Bahan hukum terser yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat

kabar, kamus hukum dan lain — lain.

E. M etode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, meka metode

pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkgjian informes tertulis mengenai hukum yang berasal
dari berbaga sumber dan dipublikaskan secara luas yang relevan dengan
permasalahan yang dibahas dalam pendiitian ini. Adapun cara yang dilakukan
yaitu dengan mengidentifikas data sekunder yang diperlukan, inventarisas data
yang sesuai dengan rumusan masalah, mengutip literatur dan undang-undang yang

berhubungan dengan materi penlitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informas tertulis mengenai hukum yang tidak
dipublikaskan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti
pengajar hukum, peneliti hukum, praktis hukum dalam rangka kajian hukum,
pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dokumen hukum

tidak disimpan di perpustakaan umum, tetapi di pusat informas dan dokumentas
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hukum** Studi  dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan KPPU  Nomor:

10/KPPU-1/2015.
F. M etode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data selanjutnya  dilakukan pengolahan data sehingga
dapat digunakan untuk menganaliss permasalahan yang diteliti. Data yang telah

terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu mengkoreks apakah data yang terkumpul sudah cukup
lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan, sehingga data yang
terkumpul  benar-benar bermanfaat  untuk  menjawab  permasalahan  dalam
penelitian ini. Pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti
kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada dan menelaah isi
putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-1/2015 serta peraturan-peraturan lainnya yang

terkait dan relevan dengan penelitian.
2. Rekonstruks Data

Rekonstruks data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis

sehingga mudah dipahami  dan diinterprestasikan.
3. Sistematika Data

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah

ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistemétis.

4 pid., HIm. 83.
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G. Analisis Data

Setelah data tersusun secara Sistematis, meka tahap selanjutnya  adalah
menganaliss data secara kualitatif yaitu mengungkapkan dan menguraikan data
yang diperoleh dalam bentuk kalimat perkalimat yang disusun secara terperinci,
logis, dan sistematis mengenai pokok bahasan sehingga dapat ditarik  suatu
kesmpulan. Setelah semua data selesai diolah secara kuadlitatif, kemudian
dianalisa sesuai dengan pokok bahasan yaitu menganalisa tentang larangan praktik

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasl penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1

Investigator KPPU menetapkan adanya 2(dua) dugaan pelanggaran dalam
perdagangan sapi impor yaitu kartel (Pasal 11) dan penguasaan pasar (Pasal
19 huruf ¢) UU No.5 Tahun 1999 berdasarkan bukti awal yang cukup patut
diduga para pelaku usaha impor sapi dan/atau feedloter di  wilayah
Jabodetabek. Dugaan tersebut muncul disaat terjadinya pemogokan (tidak
memotong sapi) yang dilakukan oleh rumah potong hewan (RPH).
Pemogokan tersebut menjadi awal dilakukannya pemeriksaan karena adanya
Maklumat yang dikeluarkan oleh RPH sebagai bukti awal. Pemogokan
tersebut terjadi diduga sebagai akibat naiknya harga beli produk asalnya yaitu
sapi impor. Alasan investigator menetapkan dugean pelanggaran Kartel yaitu
karena adanya tindakan pengaturan pasokan oleh para pelaku usaha sehingga
mengakibatkan naikknya harga sapi dan membuat para RPH melakukan
pemogokan. Tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh para
pelaku usaha dengan difasllitas oleh Apfindo sehingga terjadi perilaku saling
menyesuaikan antar pelaku usaha. Dengan demikian, para pelaku usaha

tersebut dapat menguasali pangsa daging sapi melebini 50% dari pangsa pasar
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kebutuhan konsumen dan akan sangat menguntungkan para pelaku usaha.
Tindakan para pelaku usaha dengan melakukan kesepakatan bersama antar
pelaku usaha sapi impor yang terdfilias dalam wilayah Jabodetabek tersebut
patut diduga melanggar Pasal 11 tentang Kartel dan Pasal 19 huruf ¢ UU
No.5 Tahun 1999.

Magelis Komiss memeriksa dan memutus dugsan pelanggaran  dalam
perdagangan sapi impor di wilayah Jabodetabek dengan berdasarkan pada
terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur-unsur pasal yang diduga dilanggar dan
pendekatan yang digunakan dalam pasal pelanggaran tersebut sebagaimana
ditentukan dalam UU No.5 Tahun 1999 dan Peratwran Komis Nomor 1
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Magjelis Komis
menyatakan perbuatan 32 (tiga puluh dua) pelaku usaha sapi melakukan
kartedl karena para pelaku usaha melakukan penahanan atau pengaturan
pasokan untuk mempengaruhi harga sapi di pasar. Pengaturan pasokan
tersebut dilakukan dengan difasllitas oleh Apfindo sebagai wadah bagi para
pelaku usaha untuk melakukan pertemuan yang berakibat pada tindakan
saling menyesuaikan antar para pelaku usaha. Penahanan atau pengaturan
pasokan tersebut mengakibatkan para pelaku usaha mampu menguasal
potens pasokan sapi impor mencapai sekitar 61% (enam puluh persen)
sampa dengan tahun 2015 dan mengakibatkan terjadi penguasan pasar yang
melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Penguasaan pasar dalam perdagangan sapi
oleh para pelaku usaha sapi impor didukung pula dengan tingginya harga sapi
lokal menjadi hambatan pasar bag pelaku usaha lokal memasok sapi ke

wilayah Jabodetabek mengakibatkan pasokan daging sapi dapat dikuasai
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penuh dilakukan oleh para pelaku usaha sapi impor dar/atau feedloter.
Perbuatan para pelaku usaha sapi impor secara bersama-sama dapat mengatur
pasokan daging sapi yang beredar di wilayah Jabodetabek sehingga harga
nalk telah sangat merugkan konsumen. Dengan demkian, Magelis Komis
menyatakan 32(tiga pulun dua) pelaku usaha sapi impor terbukti memenuhi
unsur pelanggaran Pasal 11 tentang Kartel dan Pasal 19 huruf ¢ tentang
Penguasaan Pasar sebagaimana ditentukan dalam UU No.5 Tahun 1999.

Akibat hukum atas putusan KPPU Nomorl0/KPPU-1/2015 atas pelanggaran
yang dilakukan oleh 32(tiga pulun dua) pelaku usaha sapi impor adalah
dikenakannya sanks berupa denda yang berbeda-beda pada beberapa pelaku
usaha yaitu antara Rp 71.414.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat
belas ribu rupiah) sampa dengan Rp 21.398.702.000,00 (dua puluh satu
miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
Pemberian sanks  denda yang berbeda-beda dan dapat memberatkan
berdasarkan  dasan adanya dfilias antar pelaku usaha tersebut, kurang
kooperatifnya pelaku usaha dalam menyerahkan dokumen ke KPPU dan tidak
hadir memenuhi panggilan dari KPPU. serta adanya penilaian khusus dari
KPPU. Untuk itu, setigp pelaku usaha wajib melaksanakan is putusan
tersebut. Jka tidak ada perlawanan terhadap putusan berupa upaya hukum
yang ditempuh para pihak,meka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

sgjak putusan berkekuatan hukum tetap wajib melaksanakan putusan tersebut.
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